LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KAMPAR

O
(8]
)

(@]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 12 TAHUN 1999

TENTANG

HAK TANAH ULAVAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATT Y iCAMPAR

bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum- adat di Daerah
Kabupaten Kampar, tumbuh dan berkembang secara turun
temurun selama - berabad-abad sepanjang sejarah telah
memberikan sumbangan yang cukup sangat berharga bagi

~ perjuangan kemerdekaan dan kelangsungan disegala aspek

kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara , memeliki
bermacam ragam harta pusaka diantaranya Tanah Ulayat yang
turun temurun dipelihara keutuhannya dan dimanfaatkan bagi
peningkatan kesejahteraan warganya secara merata:

bahwa dengan masih belum lengkapnya perangkat Perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan dari Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, sehingga menimbulkan berbagai permasalahas Tanah
Ulayat khususnya di Wilayah IKabupaten Kampar, sehingga
perlu upaya-upaya pencegahanriya dimasa mendatang;

bahwa untuk molaksanakan hal-hal tersebut diatas, perlu
ditetapkan Peraturan yang mongatur tentang Tanah Ulayat
dalam Wilayah Kabupaten Kumpar yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerais. : ;

Pasal 33 ayat (3} Uadang-urs .ny Dazaos 1945
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukun
Daerah Qtonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah { Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ) ;

Undang-undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104, Tambahzn Lembaran Negara Momor 2043):
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Undang-undaﬁg Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokolk Kehutanar ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 60, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3839 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 3 Tahun 1997 tentang
Pemberdayaan dan Pelestarlan serta Pengembangan Adat
lsiadat, Kebiasaan-kebiasaan rasyaralkat dan Lembaga Adat di
Daerah: ¥

Peraturan Menterl Negara Agrarla / Kepala BPN Nomor 3

Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewsnangan Pemberian dan
' Pembatalan Keputusan dan Pemberian hak atas tanah.

Peraturan Menter! Agrarla/Kep:ala Badan Pertanahan Naslonal

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan X

Instruksi Menteri Dalam Nogeri Nomor 5 Tahun 1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta
Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-keblasazan masyarakat
dan Lembaga Adat di Daerah : i

Peraturan daerah Kabupaten Dzerah Tingkat Il Kampar Nomeor 6
Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten
Oaerah Tingkat il Kampar.

-

Dengan Persotujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il

/
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MEMUTUSKAN :

“‘enetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
HAK TANAH ULAYAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Inl yang dirnaiksud dengan :

[8}]

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar ;

b Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kampar.

C Bupati Kopala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kampar;

d Dewan Penvakilan Rakyat Daerzat adalah Badan Logislatif Kabupaten Kampar ;

(48]

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adzlak
Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
maengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

Istiadat satampat yang diakui dakan sistein pemerintahan naslonal dan berada
di Daerah Kabupaten;

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang
mempunyai organisasl pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang

' ©dak barhalk menyslenggarakan rumah tangganya sendiri.
o Wzsyuzrakat Adat adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki

mzria ulayat secara turun temurun di Daerah, berbentuk persukuan, nagari,
carbatinan, desa, kepenghuluan dan kampung ;

—ak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu
masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan

pertanahan, tumbuhan yang hidup secara llar dan binatang yang hidup liar
ciatasnya ;

-

<erapatan Adat adalah suatu wadah atau orjjanisasl persidangan para ninlk

mamak atau warga yang dituahkan dan ditauladan! secara turun temurun dalam
suatu masyaralcat adat ;
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Pomangku Adat ( Ninik Mamak, Batin ) adalah orang yang dinobatkan atau
diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan
atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh
persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.

Penghulu suku atau Pemangku Adat yang menguasai Tanah Ulayat adalah Para
Penghulu Suku yang memegang Hak Tanah Ulayat masing-masing.

Adat Istiacdat adalah ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu
persekutuan Hukum Adat yang mempunyai sanksi adat .

Hukum Adat adzalah ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu
persekutuan hukum adat yang mempunyai sanksi Adat di Kabupaten Kampar.

Wilayah adalah Wilayah kekuasaan ataupur: tanah yang mertpakan wilayah
yang dikuasai masyarakat persukutuan eks Nagari, Kerajaan/Desa, Kelurarhan
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang Pemr erintahan Daerah. '

BAB |l
HAK TANAH ULAYAT

Pasal 2

Hak Tanah Ulayat dan Hak-hak serupa dari Masyarakat-masyarakat Hukum
Adat sepanjang Hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa manurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku disetiap tempat.

2).Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahtéraan anggota

persekutuan dan macyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.
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Pasal 3
I dongan maksud Pasal 2 Peraturan Daeran ini, dapat dilakukan sebagai

Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat dibsrikan hak pola kemitraan pada
Pihak Ketiga.

Untuk mornenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku
adat setompat dan anggota persekutuan misyarakat adat sesuai dengan
Ketentuan hukum adat setempat.

Kesepakatan kedua belah pihak dibuat di haclapan Pejabat yang berwenang

untuk melakukan perjanjlan-perjanjlan sebagaimana dimaksud pada point a
diatas.

(4)



“smangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat
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Perbuatan berupa mentelantarkan atau tldak memanfaatkan Hak Tanah
Ulayat berturut-turut selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh pihak-pihak
sebagaimana tercantum pada pasal Inl, dikenakan sanksi adat berdasarkan
Hukum Adat yang berlaku berupa pencabutan hak untuk penggunaan atau
pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat diberikan sanksl tambahan sesual

dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Pasal 4

tidak dapat
alihkkan atau melepaskan haknya'kepada pihak lain kecuall telah ditentukan

-
S
a

zrsama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat.

BAB . 1ll
TATA CARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN )
TANAH ULAYAT N .

Baglan Pertama
KERAPATAN ADAT

Pasal 5

“erapatan Adat merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat
F2Ng mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan serta pemindahan

<anamilikan Tanah [ llavat

<etatapan Kerapatan Adat merupakan suatu hasil kesepakatan musyawarah
cersama seluruh anggota Kerapatan Adat, '

“etetapan Kerapatan Adat sebagalmana tersebut pada ayat (2) merupakan suatu
“stentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat.

~ Bagian Kodua
KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT

Pasal 6
—2x Ponguaszan Hak Tanah Ulayat dibuat atas nama Gelar Pemangku Adat yang
erhak untux itu sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setompat.

Szriifikasi FHak Kepemilikan Tanah Ulayat diproses sasuai dengan ketentuan yang

()



Baglan Ketiga
LAR A NGAN

Pasal 7

Oilarang momindahkan hak Kepermhkan Tanah lJlayat kecuali untuk kepentingan :
- Pambangunan dl Daerah.

Kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan
ukum adat yang berlaku.

o
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J

2 Pengeccuallan sebagalmana tersebut pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan
<erapatan Adal.

Bagian Keempat
PENGAWASAN

Pasal 8

T atia

Setzo> Pemangku Adat dan warga masyarakat adat, berkewajlban melakukan

cengawasan torhadap ponggunaan dan kepemilikan Tanah Ulayatnya

BAB Il
!;f TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI PENGHULU SUKU

Pasal 9

i 2gz3 Penghulu Suku adalah menyolenggarakan pemorintahan, kese]ahteraan dan
3H‘ “==27znan didalam masing-masing persekutuan dibiclang hukum adat,

I Pasal 10
ungs: Penghulu Suku adalsh ;

“'=7zontu Pomorintah dalam bidang kemasyarakatan,

(38}

2-7us, mongatur urusan dalam hukum adat,

= “27C-7us. mongatur kotentuan dalam hukum adat, tornadap hal-hal yang

S7-2hgxut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kopentingan keperdataan adat ‘
ugz calam hal adanya peroengketaan atau perkara adat.

= =7 222 momolihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kosejahteraan anggota

(6)



Pasal 11

SJewenang Ponghulu Suku adalah :

Mongatur dan moeneotapkan pembaglan tanah wulayat untuk anggota
porsokutuan melalul musyawarah.

Momberikan  rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau
pclopasan hak ulayat kepada pihak ketiga berupa Hak Guna Usaha atau Hak
Pakai sesuai dongan ketentuan Adat setempat. Bagi Pemegang Hak Guna
Usaha dan Hak Pakal, Jika sampai jangka waktunya, maka hak tanah
lersobut kembali kepada Hak Tanah Ulayat dan penggunaan selanjutnya
harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat Hukum adat
vang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri
~ Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelssaian
Magsalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4 ayat \2). Pangalihan
atau Pelepasan Hak Tanah Ulayat kepada anggota persekutuan adat tetap

memberlakukan ketertuan Hukum Adat setempat ( Adat diisi, Limbago
dituang ). '

3 Momberikan sanksi secara adat berupa pencabutan hak menggarap, blla
lornyata tanah tersobut diterlantarkan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun

oleh anggota persekutuan.

Viondaftarkan tanah Ulayat yang masih ada dl Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar,

Pasal 12

—~_.zunzan antara Penghulu Suku dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta
zrzngkatnya mellputl : : ‘

-fubungan kerja penghulu suku dongan Camat, Kepala Desa/Kelurahan
borsifat Konsultatif, L

2 Zila dianggap porlu Camat, Kopala Dasa/Kelurahan dapat memberikan
saran pendapat serta perjelasan yang diporlukan.

3 Camat, Kopala Dosa/Kelurahan borkavsajlban “‘mombantu’ muenegalikan
<cputusan penghulu suku, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan
nporundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 13

.-zt Kepala Daerah merupakan pengayom bagl Ninlk Mamak dan mempunyel
_=ungan konsultatif dan pembinaan terhadap perkembangan Hukum adat.

BABIV
KETENTUAN LAIN

Phsal 14

a saat mulai barlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap seluruh Tanah Ulayat
.g dalam proses pengalihan kepemilikannya , akan ditertibkan sesuai dongan
antuan Perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku.

\
T Paznertiban sobagaimana tercantum pada ayat (1), akan diselesaikan paling

nbat selama -3 (tiga) Tahun terihltung semenjak diberlakukannya Peraturan
aerah ini, moliputi kegiatan- keglatan

Inventarisasi Tanah Ulayat masing-masing masyarakat adat di Daerah.

Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Ulayat tersebur.

Pasal 15

U

@ O

‘dasar Surat Keputusan Kepala Daerah, dibentuk Badan Penyelesaian
‘masalahan dan Pemutihan ‘Tanah Ulayat Daerah, yang bertugas
claksanakan penertiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2).

)
)

)]

usunan keanggoatan Badan Penyelesaian Parmasalahan dan Pemulihan
anah Uiayat Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1), terdiri dari :

2 Plhak Pemerintah Daerah.

)

Pemanglku Adat dan Tokoh Masyarakat Adat.
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BABR V

' KETENTL{AN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah inl sepanjang nﬁengenai tekhnis
pelaksanaannya akan diatur leblh ‘lanjut dengan Keputusan * Bupatl setelah

memperhatikari saran dan‘pendapat Lc:s_mbag_a Kerapatan Adat setempat.
; s
.Pasal 17 f |
Poraturan Daorah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
1 l

Agar setiap oran'g dapat me‘hggtahulnya memerintahkan. Pengundangan
Perdturan Daerah [nl dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
{abupaten Kampar. : B

.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 15 Jull 1999

BUPATI KAMPAR

Ttd

BENG SABL|

Dlundangkan dl Bangkinang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYAWIR HAMID,
PEMBINA TK | NIP. 070008712

-

Lembaran Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2000 Nomor 1



